BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu,
dapat penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Rawang Painan Utara
dalam memberikan pengawasan pada Organisasi Pemerintah Nagari
masih bekerja dengan fungsinya tetapi masih banyak oknum yang
tidak bertanggung jawab yang membuat kurang maksimal dalam
melakukan tugasnya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Rawang Painan
Utara dalam menjalankan pengawasan terhadap Organisasi
Pemerintah Nagari.

d. Laporan pertanggung jawabanya tidak sesuai.
e. Badan Usaha Milik Nagari sudah tidak beroperasi.
f. Badan usaha Milik Nagari dalam bentuk pribadi.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat rawang Painan Utara
dalam memberikan pengawasan adalah
a. Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari.

b. Menindak tegas oknum masyarakat.

c. Melakukan pengawasan.

50
UNIVERSITAS BUNG HATTA



o1

B. Saran

1. Agar Badan Usaha Milik Nagari di gunakan sesuai dengan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara
Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

2. Agar pemerintah Daerah Pesisir Selatan lebih memperhatikan
pengurus Badan Usaha Milik Nagari, dan memperhatikan
masyarakat yang tidak jujur dan yang banyak merugikan berbagai
pihak di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir
Selatan.

3. Agar keberadaan Badan Usaha Milik Nagari di pergunakan sesuai
dengan fungsinya, tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan

yang tidak senonoh atau tempat maksiat.
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